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I. PRINSIP UMUM DALAM PENYUSUNAN RENCANA BISNIS
a. Rencana Bisnis disusun secara realistis, komprehensif, dan mempertimbangkan potensi risiko sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan arah kebijakan dalam melaksanakan kegiatan usaha guna mencapai visi dan misi BPR Syariah.
b. Rencana Bisnis yang disusun oleh BPR Syariah harus mencerminkan arah dan kebijakan pengembangan usaha BPR Syariah dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Arah dan kebijakan pengembangan usaha BPR Syariah dalam jangka panjang meliputi visi dan misi BPR Syariah. 
Yang dimaksud dengan jangka pendek adalah untuk periode 1 (satu) tahun.
Yang dimaksud dengan jangka menengah adalah untuk periode 3 (tiga) tahun.
Yang dimaksud dengan jangka panjang adalah untuk periode 5 (lima) tahun.
c. Jangka waktu proyeksi dan perencanaan beberapa cakupan materi dalam penyusunan Rencana Bisnis BPR Syariah dibedakan berdasarkan modal inti, yaitu: 
1. BPR Syariah yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan 
2. BPR Syariah yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
d. Dalam rangka membantu penyusunan Rencana Bisnis yang realistis, komprehensif, dan mempertimbangkan potensi risiko, BPR Syariah dapat menggunakan jasa profesional dalam penyusunan Rencana Bisnis.
Penggunaan jasa profesional dalam penyusunan Rencana Bisnis termasuk dalam penggunaan jasa profesional untuk proyek tertentu dengan karakteristik yang memerlukan keahlian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (POJK Tata Kelola BPR dan BPR Syariah).
Sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) huruf b dan huruf c POJK Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, penggunaan jasa profesional dimaksud:
1. didasari perjanjian tertulis yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya.
Yang dimaksud dengan tanggung jawab termasuk larangan atau batasan penggunaan data dan informasi BPR Syariah; dan
2. dilaksanakan oleh pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang memerlukan keahlian khusus.
Keahlian khusus yang dimiliki dalam penyusunan Rencana Bisnis antara lain keahlian berkaitan dengan analisis data statistik, analisis pasar, perencanaan keuangan, serta rekomendasi atau panduan mengenai konsep bisnis, strategi pemasaran, keuangan, operasional, dan/atau manajemen sumber daya.
Pihak independen adalah pihak independen sesuai dengan POJK Tata Kelola BPR dan BPR Syariah.
Penunjukan jasa profesional dalam penyusunan Rencana Bisnis memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melakukan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan jasa profesional dalam penyusunan Rencana Bisnis, termasuk memastikan bahwa jasa profesional tersebut sesuai dengan kebutuhan, efektif, efisien, dan tidak mengurangi kemandirian BPR Syariah dalam penyusunan Rencana Bisnis.
Dalam menggunakan jasa profesional, BPR Syariah memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu:
1. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) POJK Rencana Bisnis BPR dan BPR Syariah, penyusunan Rencana Bisnis menjadi kewajiban Direksi. Peran jasa profesional adalah memberikan rekomendasi dan masukan atas penyusunan Rencana Bisnis.
2. Sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) POJK Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR Syariah harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan BPR Syariah, termasuk dalam penunjukan jasa profesional.
e. Sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 tahun 2024 tentang Rahasia Bank, BPR Syariah dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dan/atau nasabah investor dan investasinya. Pihak terafiliasi diantaranya adalah pihak yang memberikan jasa kepada BPR Syariah, termasuk jasa profesional dalam penyusunan Rencana Bisnis.
II. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS
A. Penyusunan Rencana Bisnis oleh Direksi
Direksi menyusun Rencana Bisnis setiap tahun, yang memuat paling sedikit:
1. Ringkasan Eksekutif
a. Pada bagian ini, BPR Syariah menjelaskan secara umum mengenai ringkasan Rencana Bisnis yang memuat nama BPR Syariah, visi BPR Syariah, misi BPR Syariah, rencana dan langkah strategi jangka pendek dan jangka menengah, indikator keuangan utama, serta target jangka pendek dan jangka menengah.
b. Format dan tata cara penyusunan ringkasan eksekutif mengacu pada Lampiran II Peraturan Anggota Dewan Komisioner ini.
2. Strategi Bisnis dan Kebijakan
a. Pada bagian ini, BPR Syariah menjelaskan secara kualitatif mengenai: 
1) analisis posisi BPR Syariah dalam persaingan usaha berdasarkan aset dan/atau lokasi, arah kebijakan BPR Syariah, kebijakan manajemen risiko dan tata kelola BPR Syariah, strategi penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan BPR Syariah, dan strategi penyelesaian permasalahan strategis dan/atau pemenuhan ketentuan BPR Syariah; dan
2) rencana jangka pendek dan jangka menengah mengenai arah kebijakan BPR Syariah, antara lain strategi pengembangan bisnis di era digital, rencana pelaksanaan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, konsolidasi, penawaran umum efek, dan sinergi perbankan.
b. Format dan tata cara penyusunan strategi bisnis dan kebijakan mengacu pada Lampiran II Peraturan Anggota Dewan Komisioner ini.
3. Proyeksi Laporan Keuangan
Pada bagian ini, BPR Syariah menyampaikan laporan posisi keuangan (neraca keuangan), proyeksi laba rugi, dan proyeksi rekening administratif, serta alasan atau pertimbangan mengenai penetapan target dalam penyusunan proyeksi. Laporan posisi keuangan (neraca keuangan), laba rugi, dan rekening administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah (POJK Pelaporan BPR dan BPR Syariah).
a. BPR Syariah yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan proyeksi sampai dengan 1 (satu) tahun ke depan. Proyeksi laporan keuangan dijelaskan untuk:
1) posisi aktual akhir bulan November tahun penyusunan Rencana Bisnis;
2) proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis; dan
3) proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran.
b. BPR Syariah yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan proyeksi sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan. Proyeksi laporan keuangan dijelaskan untuk:
1) posisi aktual akhir bulan November tahun penyusunan Rencana Bisnis;
2) proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis;
3) proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
4) proyeksi akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.
c. Format dan tata cara penyusunan proyeksi laporan keuangan mengacu pada Lampiran II Peraturan Anggota Dewan Komisioner ini.
4. Target Rasio dan Pos Keuangan
a. Pada bagian ini BPR Syariah menjelaskan secara kuantitatif dan kualitatif mengenai target rasio keuangan pokok dan target rasio pos tertentu lainnya, serta alasan atau pertimbangan mengenai penetapan target dalam penyusunan proyeksi.
b. Target rasio keuangan pokok antara lain rasio yang dapat memberikan informasi untuk penilaian tingkat kesehatan BPR Syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah (POJK Tingkat Kesehatan BPR dan BPR Syariah). Target rasio pos tertentu lainnya antara lain:
1) rasio pembiayaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah terhadap total pembiayaan;
2) rasio dana pengembangan kualitas sumber daya manusia terhadap total beban tenaga kerja tahun sebelumnya;
3) rasio realisasi dana pengembangan kualitas sumber daya manusia terhadap total dana pengembangan kualitas sumber daya manusia yang dianggarkan;
4) rasio AYDA terhadap total pembiayaan; dan
5) rasio realisasi penyelesaian AYDA terhadap AYDA.
c. Penyusunan target rasio dan pos keuangan sebagai berikut:
1) BPR Syariah yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan proyeksi sampai dengan 1 (satu) tahun ke depan. Proyeksi target rasio dan pos keuangan dijelaskan untuk:
a) posisi aktual akhir bulan November tahun penyusunan Rencana Bisnis;
b) proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis; dan
c) proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran.
2) BPR Syariah yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan proyeksi sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan. Proyeksi target rasio dan pos keuangan dijelaskan untuk:
a) posisi aktual akhir bulan November tahun penyusunan Rencana Bisnis;
b) proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis;
c) proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
d) proyeksi akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.
3) Format dan tata cara penyusunan target rasio dan pos keuangan mengacu pada Lampiran II Peraturan Anggota Dewan Komisioner ini.
5. Rencana Penghimpunan Dana
a. Pada bagian ini, BPR Syariah menjelaskan secara kuantitatif dan kualitatif untuk periode jangka pendek mengenai rencana penghimpunan dana pihak ketiga dan rencana penghimpunan dana lainnya.
b. Format dan tata cara penyusunan rencana penghimpunan dana mengacu pada Lampiran II Peraturan Anggota Dewan Komisioner ini.
6. Rencana Penyaluran Dana
a. Pada bagian ini, BPR Syariah menjelaskan secara kuantitatif dan kualitatif untuk periode jangka pendek mengenai rencana penyaluran pembiayaan yang bersumber dari dana pihak ketiga berdasarkan sektor ekonomi terbesar dalam penyaluran pembiayaan, rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan, dan rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis usaha.
b. Proyeksi rencana penyaluran dana dijelaskan untuk:
1) posisi aktual akhir bulan November tahun penyusunan Rencana Bisnis;
2) proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis; dan
3) proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran.
c. Format dan tata cara penyusunan rencana penyaluran dana mengacu pada Lampiran II Peraturan Anggota Dewan Komisioner ini. 
7. Rencana Permodalan
a. Pada bagian ini, BPR Syariah menjelaskan secara kuantitatif dan kualitatif untuk periode jangka pendek dan jangka menengah mengenai rencana perubahan atau penambahan modal yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. 
Modal inti yaitu modal inti utama dan modal inti tambahan. Modal pelengkap yaitu surplus revaluasi aset tetap dan penyisihan penurunan kualitas aset umum. Termasuk dalam rencana permodalan yaitu strategi dan informasi mengenai perubahan atau penambahan modal.
b. Rencana permodalan dijelaskan untuk:
1) posisi aktual akhir bulan November penyusunan Rencana Bisnis;
2) rencana akhir bulan Desember pada tahun penyusunan Rencana Bisnis;
3) rencana 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan 
4) rencana akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.
c. Format dan tata cara penyusunan rencana permodalan mengacu pada Lampiran II Peraturan Anggota Dewan Komisioner ini. 
8. Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia
a. Pada bagian ini, BPR Syariah menjelaskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif untuk periode jangka pendek mengenai rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar dan rencana pengembangan kualitas sumber daya manusia yang memuat paling sedikit rencana rekrutmen sumber daya manusia, rencana pengembangan kualitas sumber daya manusia, dan rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya.
b. Format dan tata cara penyusunan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi dan pengembangan sumber daya manusia mengacu pada Lampiran II Peraturan Anggota Dewan Komisioner ini.
9. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru
a. Pada bagian ini, BPR Syariah menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru, rencana kegiatan penyertaan modal, dan rencana divestasi atas inisiatif BPR Syariah atas penyertaan modal dimaksud.
b. Rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru memperhatikan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah (POJK Manajemen Risiko BPR Syariah), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perluasan kegiatan usaha perbankan (POJK PKUP), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah (POJK Produk BPR dan BPR Syariah).
c. Format dan tata cara penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru mengacu pada Lampiran II Peraturan Anggota Dewan Komisioner ini.
10. Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor
a. Pada bagian ini, BPR Syariah menjelaskan secara kualitatif dan kuantitatif untuk periode jangka pendek mengenai:
1) rencana pemindahan alamat kantor pusat, kantor wilayah, kantor cabang, sentra keuangan khusus, dan/atau kantor kas; 
2) rencana pembukaan dan/atau penutupan kantor wilayah, kantor cabang, sentra keuangan khusus, dan/atau kantor kas; dan
3) rencana perubahan status jaringan kantor.
Penjelasan perubahan status jaringan kantor sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah (POJK BPR dan BPR Syariah).
b. Format dan tata cara penyusunan rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor mengacu pada Lampiran II Peraturan Anggota Dewan Komisioner ini. 
11. Informasi Lainnya
a. Pada bagian ini, BPR Syariah menjelaskan mengenai informasi yang diperkirakan dapat memengaruhi dan menimbulkan dampak material terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan, atau profil risiko BPR Syariah, termasuk informasi yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dicantumkan dalam Rencana Bisnis.
b. Informasi yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dicantumkan dalam Rencana Bisnis antara lain:
1) rencana aksi keuangan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik;
2) rencana penghentian kegiatan usaha, produk, atau aktivitas sesuai dengan POJK Produk BPR dan BPR Syariah;
3) rencana penawaran umum efek sesuai dengan POJK BPR dan BPR Syariah; 
4) laporan rencana pengkinian data nasabah sesuai dengan POJK Pelaporan BPR dan BPR Syariah; 
5) rencana penghimpunan dan penyaluran dana investasi perbankan syariah;
6) rencana penghimpunan dan/atau penyaluran dana produk integrasi komersial dengan fungsi sosial; serta
7) informasi lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dipersyaratkan untuk dicantumkan dalam Rencana Bisnis.
c. Cakupan Rencana Bisnis yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b di atas bersifat minimum sehingga BPR Syariah dapat memperluas cakupan tersebut sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan angka 1 huruf b di atas.
d. Format dan tata cara penyusunan informasi lainnya mengacu pada Lampiran II Peraturan Anggota Dewan Komisioner ini. 
B. Persetujuan Rencana Bisnis oleh Dewan Komisaris
1. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis yang telah disusun oleh Direksi dan telah mendapatkan opini DPS.
2. Dalam rangka memberikan persetujuan dan meningkatkan peran aktif Dewan Komisaris, keterlibatan Dewan Komisaris sejak awal penyusunan Rencana Bisnis dapat dilakukan dalam rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan/atau DPS, antara lain dengan memberikan arahan strategis dan masukan yang relevan.
Sesuai dengan Pasal 50 POJK Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, salah satu agenda rapat Dewan Komisaris dapat membahas mengenai Rencana Bisnis BPR Syariah.
Sesuai dengan Pasal 52 POJK Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR dan BPR Syariah, dan/atau hal lain yang berkaitan dengan pengawasan Dewan Komisaris, termasuk mengenai Rencana Bisnis.
Hasil pembahasan terkait Rencana Bisnis BPR Syariah dituangkan dalam risalah rapat yang memuat arahan strategis serta tindak lanjut yang dapat dipertimbangkan dan dipantau oleh Direksi.
3. BPR Syariah mengunggah dokumen persetujuan Dewan Komisaris dalam bentuk pdf pada Format 99.01 Lembar Persetujuan Dewan Komisaris.
C. Penyesuaian dan Perubahan Rencana Bisnis
1. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR Syariah untuk melakukan penyesuaian sewaktu-waktu terhadap Rencana Bisnis yang telah disampaikan, antara lain berdasarkan pertimbangan:
a. Rencana Bisnis disusun secara tidak terukur dan/atau tidak sesuai dengan kemampuan sumber daya BPR Syariah;
b. Rencana Bisnis belum memuat hal strategis yang ditetapkan terkait kebijakan pengaturan perbankan, kebijakan atau program pemerintah, atau hal strategis lainnya; dan/atau
c. kondisi keuangan yang memburuk sehingga mengakibatkan permasalahan tingkat kesehatan, likuiditas, dan permodalan sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
2. BPR Syariah dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis dalam hal terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan memengaruhi kegiatan operasional dan/atau memengaruhi kinerja BPR Syariah, sebagai berikut:
a. faktor eksternal antara lain kondisi perekonomian, kebijakan pemerintah, persaingan dengan lembaga jasa keuangan atau entitas lain, serta perkembangan teknologi informasi. Sebagai contoh:
1) Penurunan pertumbuhan ekonomi daerah yang menyebabkan permintaan pembiayaan pada sektor perdagangan yang menjadi prioritas penyaluran pembiayaan BPR Syariah mengalami penurunan sehingga dapat memengaruhi kemampuan membayar nasabah di sektor tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, BPR Syariah dapat mengubah prioritas penyaluran pembiayaan pada sektor lainnya.
2) Terdapat peraturan atau program pemerintah terkait dengan kebijakan penyaluran pembiayaan melalui BPR Syariah.
3) Terdapat bencana alam, nonalam, atau sosial yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian sehingga memengaruhi asumsi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi keuangan.
b. faktor internal antara lain kondisi keuangan, manajemen dan sumber daya manusia, serta kemampuan infrastruktur lainnya termasuk teknologi informasi. Sebagai contoh:
1) BPR Syariah mengalami pemburukan kinerja keuangan yang berakibat pada permasalahan permodalan.
2) Terjadi perubahan kepengurusan dan/atau pengendalian BPR Syariah yang menyebabkan terjadinya perubahan strategi bisnis BPR Syariah.
3) Terdapat rencana penyelenggaraan produk baru berbasis teknologi informasi namun belum termuat dalam Rencana Bisnis yang disampaikan oleh BPR Syariah.
c. faktor eksternal dan internal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dinilai BPR Syariah berdampak material terhadap kegiatan operasional dan/atau kondisi keuangan, yang antara lain tercermin dari laporan keuangan BPR Syariah atau dalam hal memengaruhi kinerja keuangan BPR Syariah.
3. Dalam hal faktor eksternal dan internal sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf b memengaruhi kegiatan operasional dan/atau memengaruhi kinerja BPR Syariah serta terdapat potensi peningkatan risiko, BPR Syariah dapat mengajukan permintaan penyesuaian Rencana Bisnis selain dalam rangka perubahan Rencana Bisnis sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) POJK Rencana Bisnis BPR dan BPR Syariah. Berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas permintaan penyesuaian dimaksud, Otoritas Jasa Keuangan meminta BPR Syariah melakukan penyesuaian Rencana Bisnis sesuai dengan Pasal 20 POJK Rencana Bisnis BPR dan BPR Syariah.
4. Dalam rangka memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Otoritas Jasa Keuangan meminta penjelasan kepada BPR Syariah dalam rapat pembahasan yang dilakukan secara luring maupun daring.
III. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS 
a. Pada bagian ini, BPR Syariah menyusun Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran. Selain itu, BPR Syariah menyampaikan laporan realisasi pengkinian data sebagai bagian dari laporan pelaksanaan dan pengawasan rencana bisnis BPR dan BPR Syariah. Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama.
b. Dalam hal tidak terdapat direktur utama dan/atau komisaris utama, laporan ditandatangani oleh salah satu anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR Syariah. BPR Syariah mengunggah dokumen yang menyatakan hal tersebut dalam bentuk pdf pada Format 01.00 Lembar Pernyataan.
c. Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis memuat paling sedikit:
1. pencapaian Rencana Bisnis berupa perbandingan antara rencana dan realisasi;
2. penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya perbedaan antara rencana dan realisasi Rencana Bisnis;
3. upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis;
4. hasil analisis atau identifikasi serta pendapat Dewan Komisaris atas pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis oleh Direksi; dan 
5. langkah pengawasan yang telah dan akan ditempuh Dewan Komisaris dalam proses pengawasan Rencana Bisnis.
d. Sesuai dengan Pasal 50 POJK Pelaporan BPR dan BPR Syariah, laporan realisasi pengkinian data merupakan bagian dari Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis BPR dan BPR Syariah.
e. Format dan tata cara penyusunan Laporan Pelaksanaan Dan Pengawasan Rencana Bisnis serta laporan realisasi pengkinian data mengacu pada Lampiran II Peraturan Anggota Dewan Komisioner ini.

IV. PELAPORAN
a. Tata cara penyampaian Rencana Bisnis serta Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis dilaksanakan sesuai dengan POJK Pelaporan BPR dan BPR Syariah.
Tata cara penyampaian penyesuaian Rencana Bisnis dan perubahan Rencana Bisnis dilakukan sesuai dengan tata cara penyampaian Rencana Bisnis.
b. BPR Syariah menyiapkan Rencana Bisnis serta Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis dalam bentuk text file (txt) dan/atau portable document format (pdf).
c. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia untuk:
1. ringkasan eksekutif;
2. proyeksi laporan keuangan;
3. target rasio dan pos keuangan;
4. rencana penyaluran dana;
5. rencana permodalan;
6. rencana kegiatan penyertaan modal dan/atau divestasi;
7. rencana penghimpunan dan penyaluran dana investasi;
8. rencana penawaran umum;
9. rencana pengkinian data nasabah;
10. [bookmark: _GoBack]rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
11. realisasi pengkinian data nasabah,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner ini, BPR Syariah menyampaikan dalam bentuk portable document format (pdf) pada Format 99.00 Informasi Lainnya.
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